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BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Pengertian Perkawinan.
Pengertian perkawinan dalam Undang-Undang Pekawinan No.1 Tahun 1974 pasal 1 dinyatakan bahwa ”perkawinan ialah ikatan lahir-bathin antara seorang pria dan wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”
 Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan.

Oleh karenanya, masalah perkawinan merupakan perbuatan suci yang mempunyai hubungan erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi juga unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting. Pengertian perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan.

Menurut hukum adat, perkawinan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan kekeluargaan. Jadi terjadinya suatu ikatan terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat-istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhannya (ibadah) maupun hubungan manusia dengan manusia (mu’amalah).

Menurut hukum agama, perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen) yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi  perintah dan ajaran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Hukum Islam menyatakan, ”perkawinan adalah akad (perikatan) antara wali wanita calon istri dengan pria calon suaminya. Akad nikah itu harus diucapkan oleh wali si wanita dengan jelas berupa ijab (serah) dan diterima (kabul) oleh si calon suami yang dilaksanakan di hadapan dua orang saksi yang memenuhi syarat.”
 

Menurut Kompilasi Hukum Islam, seperti yang terdapat pada pasal 2 dinyatakan bahwa: ”perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqon gholidhan untuk menaati perintah Alah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

Dalam bukunya Soemiyati yang berjudul Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan itu menurut pandangan Islam mengadung 3 (tiga) aspek, yaitu: aspek hukum, aspek sosial, dan aspek agama.
 
Dilihat dari aspek hukum, perkawinan adalah merupakan suatu perjanjian. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa’ayat 21:
(((((((( (((((((((((((( (((((( (((((((( (((((((((( (((((( (((((( (((((((((( (((((( 

(((((((((( (((((((( (((( 

Artinya : Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Dilihat dari aspek sosial, perkawinan mempunyai arti penting yaitu bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai daripada mereka yang belum kawin, khusus bagi wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi, karena ia sebagai istri dan wanita mendapatkan hak-hak tertentu. Sebelum adanya peraturan perkawinan, wanita dulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa.  
Dilihat dari aspek agama perkawinan, Islam memandang dan menjadikan perkawinan itu sebagai basis suatu masyarakat yang baik dan teratur, sebab perkawinan tidak hanya dipertalikan oleh ikatan lahir saja, tetapi diikat juga dengan ikatan batin dan jiwa. Jadi tidak hanya sebagai persetujuan biasa melainkan merupakan persetujuan yang suci, dimana kedua belah pihak dihubungkan menjadi pasangan suami-istri atau saling meminta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah SWT. Firman Allah SWT dalam Surat An Nisa’ ayat 1:
... ( ((((((((((( (((( ((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((( (((( ((((( (((((((((( (((((((( ((( 

Artinya: ...dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa perkawinan adalah suatu hubungan perikatan yang sangat erat dengan agama/kerohanian serta menyangkut hubungan kewarisan, kekeluargaan dan ketetanggaan yang bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah. 
B. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan 
A. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan Menurut Hukum Islam.
Asas-asas atau prinsip-prinsip perkawinan menurut hukum Islam sebagai berikut, yaitu:
1) Harus ada persetujuan secara sukarela dari pihak-pihak yang mengadakan perkawinan. Caranya ialah diadakan peminangan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah kedua belah pihak setuju untuk melaksanakan perkawinan atau tidak.
2) Tidak semua wanita dapat dikawini oleh seorang pria sebab ada ketentuan larangan-larangan perkawinan antara pria dan wanita yang harus diindahkan.
3) Perkawinan harus dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu, baik yang menyangkut kedua belah pihak maupun yang berhubungan dengan pelaksanaan perkawinan itu sendiri. 
4) Perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk satu keluarga/rumah tangga yang tentram, damai, dan kekal untuk selama-lamanya.
5) Hak dan kewajiban suami-istri adalah seimbang dalam rumah tangga, dimana tanggungjawab pimpinan keluarga ada pada suami.

B. Asas-asas dan Prinsip Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974.
Asas-asas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam undang-undang perkawinan adalah sebagai berikut:
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

2) Dalam undang-undang dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan undang-undangan yang berlaku.

Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
3) Undang-undang menganut asas monogami, hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan. 
4) Undang-undang menganut prinsip, bahwa calon suami-istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-istri yang masih dibawah umur.  
Disamping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyalah bahwa batas umr yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.
Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. 
5) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan pengadilan.
6) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan haak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dalam dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.

Jika disederhanakan asas perkawinan itu menurut Undang-undang No.1 tahun 1974 ada enam:
1) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.
2) Sahnya perkawinan sangat tergantung pada ketentuan hukum agama dan kepercayaan masing-masing.
3) Asas monogami.

4) Calon suami-istri harus telah dewasa jiwa dan raganya.
5) Mempersulit terjadinya perceraian.
6) Hak dan kedudukan suami-istri adalah seimbang.

C. Rukun dan Syarat Perkawinan. 
Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan.

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan ada lima dan masing-masing rukun mempunyai syarat-syarat tertentu. Adapun uraiannya sebagai berikut:
1) Calon mempelai laki-laki, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam.
b. Laki-laki.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat memberikan persetujuan.
e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Calon mempelai perempuan, syarat-syaratnya:
a. Beragama Islam.
b. Perempuan.
c. Jelas orangnya.
d. Dapat dimintai persetujuan.

e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
a. Laki-laki.
b. Dewasa.
c. Mempunyai hak perwalian.
d. Tidak terdapat halangan perwaliannya.
4) Saksi nikah, syarat-syaratnya:
a. Minimal dua orang laki-laki.
b. Hadir dalam ijab qabul.
c. Dapat mengerti maksud akad.
d. Beragama Islam.
e. Dewasa.
5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
d. Antara ijab dan qabul bersambungan.
e. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
f. Orang yang terkait dengan ijab qabul tidak sedang ihram haji dan umrah.
g. Majlis ijab dan qabul harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Dan ini juga tertuang dalam KHI BAB IV syarat dan rukun perkawinan pasal 14 yang berbunyi, ”untuk melaksanakan perkawinan harus ada:
1) Calon suami.

2) Calaon istri.

3) Wali nikah.

4) Dua orang saksi, dan

5) Ijab dan qabul.”
 
Sedangkan undang-undang perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. Undang-undang Perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan.
 Undang-undang perkawinan menentukan bahwa untuk sahnya suatu perkawinan disamping harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama dan kemudian dicatat oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Pada garis besarnya syarat-syarat perkawinan itu dapat diperinci sebagai berikut:
1) Harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai, hal ini untuk menghidarkan terjadinya paksaan bagi calon mempelai dalam memilih bakal istri/suami. (Pasal 6 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).  
2) Calon mempelai laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sedangkan calon mempelai perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. (Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Perkawinan).  

3) Mendapat ijin dari kedua orang tuanya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun. Bila orang tuanya berhalangan, ijin dapat diberikan oleh pihak lain. (Pasal 6 ayat 2 s/d 5 Undang-undang Perkawinan).
4) Antara kedua calon suami-istri tidak ada larangan untuk kawin.
5) Masing-masing calon mempelai tidak terikat tali perkawinan, kecuali bagi calon suami dan mendapatkan ijin dari pengadilan (Pasal 9 Undang-undang Perkawinan).
6) Antara kedua calon suami-istri tidak pernah terjadi dua kali perceraian, kecuali jika hukum agamanya menentukan lain. (Pasal 10 Undang-undang Perkawinan).
7) Telah lepas dari masa iddahnya atau jangka waktu tunggu karena putusnya perkawinan. (Pasal 11 Undang-undang Perkawinan).
 

D. Hukum Melakukan Perkawinan
Segolongan fuqoha’, yakni Jumhur ulama’ berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunnat. Golongan Zhahiriyyah berpendapat bahwa nikah itu wajib. Sedangkan Menurut  ulama Malikiyah Mutaakhirin berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunnat untuk sebagian orang lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain ditinjau berdasarkan kekhawatiran (kesusahan) dirinya.
 
Perbedaan pendapat ini kata Ibnu Rusyd disebabkan adanya penafsiran apakah bentuk kalimat perintah dalam ayat yang berkenaan dengan masalah ini, harus diartikan wajib, sunnat ataukah mungkin dengan mubah?
 Ayat tersebut dalam surat An Nisa’ ayat 3: 
... (((((((((((( ((( ((((( ((((( ((((( (((((((((((( (((((((( ((((((((( ((((((((( ( ...((( 

Artinya: ...Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat...

Di Indonesia, umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal dari melakukan perkawinan ialah mubah. Hal ini banyak dipengaruhi pendapat ulama’ Syafi’iyah.
Terlepas dari pendapat imam-imam mazhab berdasarkan nash-nash AlQur’an. Islam menganjurkan kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian, kalau dilihat segi orang yang melaksanakan serta tujuan melaksanakannya, maka melakukan perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnat, haram, makruh ataupun mubah.
      
1) Melakukan perkawinan yang hukumnya wajib.
Bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah wajib. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang. Jika penjagaan diri itu harus dengan melakukan perkawinan, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan perkawinan itu wajib.
     
2) Melakukan perkawinan yang hukumnya sunnat.
Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan tidak berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunnat.
 Alasan menetapkan hukum sunnat itu ialah dari anjuran AlQur’an dalam surat An Nur ayat 32:
(((((((((((( ((((((((((( ((((((( ((((((((((((((( (((( ((((((((((( (((((((((((((( ( ((( (((((((((( 
(((((((((( (((((((((( (((( ((( ((((((((( ( (((((( ((((((( ((((((( (((( 
Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

3) Melakukan perkawinan yang hukumnya haram.
Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga apabila melangsungkan perkawinan akan terlantarkan dirinya dan istrinya, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram.
 AlQur’an dalam surat Al Baqarah ayat 195: 
... (((( ((((((((( ((((((((((((( ((((( ((((((((((((( ( (((((((((((((( ( ...((((( 

Artinya: ...dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan,..
 
4) Melakukan perkawinan yang hukumnya makruh.
Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami-istri dengan baik.
 
5) Melakukan perkawinan yang hukumnya mubah.
Bagi orang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya khawatir akan berbuat zina adan apabila melakukannya juga akan menelantarkan istri. Perkawinan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga sejahtera. Hukum mubah ini juga ditujukan bagi orang yang antara pendorong dan penghambatnya untuk kawin itu sama, sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan melakukan kawin, seperti mempunyai keinginan tetapi belum mempunyai kemampuan, mempunyai kemampuan untuk melakukan tetapi belum mempunyai kemauan yang kuat.
 
E. Dispensasi Kawin
Ahrum Hoerudin dalam bukunya yang berjudul Pengadilan Agama (Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama), mengungkapkan tentang pengertian dispensasi kawin. Menurutnya dispensasi kawin ialah dispensasi yang diberikan Pengadilan Agama kepada calon mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria yang belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun dan wanita belum mencapai 16 (enam belas) tahun. Dispensasi kawin diajukan oleh orang tua masing-masing. Pengajuan perkara permohonan dispensasi kawin dibuat dalam bentuk permohonan (voluntair) bukan gugatan.
 
Sedangkan Roihan A. Rasyid dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Peradilan Agama, menjelaskan bahwa calon suami berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun sedangkan mereka mau kawin dan untuk kawin diperlukan dispensasi dari Pengadilan. Jika kedua calon suami-istri tersebut sama beragama Islam, keduanya dapat mengajukan permohonan, bahkan boleh sekaligus hanya dalam satu surat permohonan, untuk mendapatkan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Dan jika calon suami-istri beragama non Islam maka mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri.
 
Perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami kehidupan manusia sesuai dengan biologisnya, kebutuhan akan kasih-sayang dan persaudaraan, kebutuhan untuk melanjutkan keturunan dan sebagainya.

Dalam undang-undang perkawinan terdapat sebanyak 22 (dua puluh dua) masalah yang termasuk ke dalam bidang perkawinan, apabila terjadi sengketa, perselisihan atau permohonan penegasan terhadap status hukum tertentu di bidang perkawinan, diselesaikan melalui Peradilan Agama sebagai peradilan yang khusus berlaku bagi orang-orang Islam.
Salah satu syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan bagi seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tua. Dalam hal ini dalam salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, ijin cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya, ijin diperoleh dari wali atau orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan dekat dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
 
Peraturan Menteri Agama No.3 Tahun 1975 dalam pasal 13 disebutkan:
1) Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 dan calon istri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama.
2) Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut diajukan oleh kedua orang tua pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya.
3) Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan dispensasi kawin dengan suatu penetapan.

F. Hubungan Luar Nikah

Dalam Undang-Undang Perkawinan meski sudah ditentukan batas umur minimal, tampaknya undang-undang memperbolehkan penyimpangan terhadap syarat umur tersebut, melalui pasal 7 ayat (2) yang berbunyi: ”Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

Namun undang-undang tidak menyebutkan syarat-syarat atau alasan-alasan dalam pengajuan dispensasi, seperti hubungan luar nikah.
Dalam Islam hubungan luar nikah sangat dilarang. Hal ini disebutkan dalam AlQur’an surat An Nuur ayat 3: 
((((((((( (( ((((((( (((( ((((((((( (((( (((((((((( (((((((((((((( (( ((((((((((( (((( ((((( (((( (((((((( (
 ((((((((( ((((((( ((((( ((((((((((((((( ((( 

Artinya: Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.

Maksud ayat tersebut adalah, tidak pantas seorang pria yang beriman kawin dengan seorang wanita yang berzina. Demikian pula sebaliknya, wanita yang beriman tidak pantas kawin dengan pria yang berzina.
Namun itu adalah hukum yang umum karena hal ini tidak  memberikan pengertian bahwa pezina sama sekali tidak boleh menikahi perempuan saleh dan juga tidak berarti bahwa semua perempuan pezina tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki yang saleh.
Para ulama’ mazhab berbeda pendapat terkait hukum kawin dengan wanita yang hamil di luar nikah, yakni:

1) Ulama’ mazhab yang empat (Hanafi, Syafi’i, Maliki, dan Hanbali) berpendapat bahwa perkawinan keduanya sah dan boleh bercampur sebagai suami-istri, dengan ketentuan, bila si pria itu yang menghamilinya dan kemudian baru ia mengawininya.
2) Ibnu Hazm (Zhahiriyah) berpendapat bahwa keduanya boleh (sah) dikawinkan dan boleh pula bercampur, dengan ketentuan, bila telah bertaubat dan menjalani hukuman dera (cambuk), karena keduanya telah berzina.        
 Dalam Kompilasi Hukum Islam secara tersirat tidak melarang menikahkan seseorang yang melakukan hubungan luar nikah hingga mengakibatkan kehamilan. Hal ini terdapat dalam BAB VIII pasal 53 yang berbunyi:
1) Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.
    
G. Penolakan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah.
Pegawai Pencatat Nikah tidak boleh melangsungkan atau membantu melangsungkan terjadinya perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran atau berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan, untuk itu pejabat yang bersangkutan harus menolak melangsungkan perkawinan. Alasan untuk penolakan perkawinan itu terdiri dari:

1) Salah satu atau kedua calon pengantin belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan yaitu pria harus berumur 19 tahun dan wanita harus berumur 16 tahun. 
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah.
3) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
4) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri.
5) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak sususan, saudara sesusuan dan bibi/paman sesusuan.
6) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
7) Mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.
8) Salah seorang atau keduanya masih terikat dalam suatu tali perkawinan.
9) Seorang istri yang telah dijatuhi talak 3(tiga) kali oleh suaminya, keduanya akan melangsungkan perkawinan kembali sebelum istri kawin dengan pria lain.
10) Terjadinya pelanggaran terhadap tata cara perkawinan.
 
Terhadap masalah-masalah diatas Pegawai Pencatat Nikah dapat menolak unuk melangsungkan perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Dalam hal terjadi penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah, atas permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat Nikah memberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasannya.
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